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INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem adminitrasi perpajakan, niat
mmebayar pajak, dan pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Objek
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tedaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama bantul.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan didapat sampel sebanyak 150.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda melalui statistic
packege for the social sciences (SPSS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh
positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, niat membayar pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak, pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Kata kunci: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan

Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak.



ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of modernization of its administrative HR
system of taxation, tax mmebayar, intentions and knowledge of taxation taxpayer compliance
against a private person. The object of this study is the tax payers private tedaftar person in
the tax service Office (KPP) pratama bantul. The technique of sampling in this research is
purposive sampling and obtained samples as much as 150. Analytical tools used in this study
is the analysis of multiple linear regression statistics through packege for the social sciences
(SPSS).

The results of this research show that: modernization of tax administration systems
of positive effect significantly to taxpayer compliance, intention to pay taxes a positive effect
against a compliance by tax payers, knowledge of regulations significant positive effect of
taxation against taxpayer compliance.

Keywords: Modernization Of Tax Administration System, The Intention To Pay Taxes,
Taxation Knowledge And Taxpayer Compliance.



Pendahuluan

Pajak  merupakan  penopang
pendapatan nasional terbesar di Indonesia.
Menurut Kementrian Keuangan 2017
penerimaan perpajakan pada APBN 2017
mencapai 85,6% dari total pendapatan.
Menurut pasal 1 Undang-undang nomor
16 tahun 2009 atas perubahan ke empat
dari Undang-Undang nomor 6 tahun 1993
yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan
kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dan tidak meperoleh
imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat indonesia.

Reformasi perapajakan ini dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan
aparatur pemerintah dapat meningkatkan
tanggung jawab sehingga tidak terdapat
kecurangan sehingga dapat melakukan
pelayanan kepada masyarakat dengan
sebaik-baiknya. Dalam perpajakan saat ini
terdapat program reformasi informasi
administrasi perpajakan dimana dapat
diwujudkan dengan modernisasi system
perpajakan agar mempermudah para wajib
pajak  dalam  membayarkan  dan
melaporkan pajak.

Sistem administrasi perpajakan
saat semakin modern dalam mengikuti
kemajuan teknologi dengan melakukan
pelayanan yang berbasis E-sistem seperti
e-SPT, e-Filing, e-Payment dan e-
Registration. Berdasarkan artikel yang
terdapat ada dalam modernisasi ini masih
belum banyak masyarakat luas yang
menerapkannya sehingga Direktorat
Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian
Keuangan menerapkan sistem tersebut

kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS),
TNI, dan  Polri  untuk  segera
menyampaikan  Surat  Pemberitahuan
(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)
Orang Pribadi, Kewajiban ini sesuai Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan  Reformasi  Birokrasi
(PANRB) Nomor 8 Tahun 2015.

Berdasarkan penelitian rahayu
lingga (2009) menunjukkan bahwa system
administrasi perpajakan modern tidak
berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak dan sedangkan
penelitian Lasnofa Fasmi Fauzan Misra
(2013) menunjukkan bahwa sistem
administrasi perpajakan modern memiliki
pengaruh  yang signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Niat merupakan keinginan atau
dorongan dari dalam diri seseorang untuk
melakukan tindakan. Dengan adanya niat
yang dimiliki wajib pajak, maka secara
tidak langsung akan mempengaruhi
kemauan wajib pajak untuk patuh dalam
membayar pajak. Konsep dari kemauan
membayar ini sendiri merupakan suatu
keadaan dimana seseorang rela untuk
mengeluarkan dan mengorbankan
uangnya untuk memperoleh sesuatu
barang atau jasa yang diinginkan (Violita,
2015).

Niat wajib pajak dalam membayar
kewajiban perpajakannya merupakan hal
penting dalam pemungutan pajak.
Menurut Castrio (2016) wajib pajak
mempunyai niat baik untuk menyiapkan
segala dokumen-dokumen yang
diperlukan untuk membayar pajak,
melakukan pembayaran pajak tanpa
adanya paksaan dari pihak lain,
mengalokasikan sebagian dana dari
penghasilannya untuk membayar pajak


https://www.liputan6.com/bisnis/read/3347217/lapor-spt-pajak-2017-jonan-sebut-lebih-mudah-dan-sederhana

dan melakukan pembayaran pajak atas
kemauan diri sendiri dan tanpa adanya
paksaan dari orang lain.

Pemahaman peraturan perpajakan
merupakan suatu proses dimana wajib
pajak memahami dan mengetahui tentang
peraturan serta undang-undang dan tata
cara  perpajakan  perpajakan  dan
menerapkannya  dalam melakukan
kegiatan perpajakan seperti membayar
pajak, menelpon SPT, dll. Suryadi (2006)
dan  Hardiningsih ~ (2011)  dalam
penelitianya menyatakan bahwa
meningkatnya pengetahuan perpajakan
baik formal dan non formal akan
berdampak postif terhadap kesadaran
wajib pajak dalam membayar
pajak.Menurut peneliti (Hariyanto, 2006
dalam Hardiningsih, 2011) menemukan
bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak
disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak
serta persepsi tentang pajak dan petugas
pajak yang masih rendah.

Sebagian Wajib Pajak
memperoleh pengetahuan pajak dari
petugas pajak, selain itu ada yang
memperoleh dari media informasi,
konsultan pajak, seminar dan pelatihan
pajak. Rahadi (2014) menyatakan bahwa
pengetahuan dan pemahaman pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Menurut  Peraturan Menteri
Keuangan No. 74/PMK.03/2012 kriteria
kepatuhan Wajib Pajak adalah: 1) Tepat
waktu dalam menyampaikan Surat
Pemberitahuan. 2) Tidak mempunyai
tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,
kecuali tunggakan pajak yang telah
memperoleh izin  mengangsur atau
menunda pembayaran pajak. 3) Laporan
Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik

atau lembaga pengawasan keuangan
pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun
berturut turut  4) Tidak pernah dipidana
karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Metode Penelitian

Penelitian ~ ini  menggunakan
metode cross sectional dengan cara
mengisi kuisioner. Teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling
yang berjumlah 150 responden dari wajib
pajak orang pribadi di kantor pelayanan
pajak (KPP) pratama Bantul. Analisis data
yang digunakan adalah regresi linear
berganda dengan model kuadrat terkecil
yang berguna untuk menganalisis
pengaruh faktor independen (X) terhadap
variabel dependen ().

Hasil Penelitian

1. Analisis regresi linier berganda

Tabel 1 Berdasarkan tabel 4.1 dari 200
kuesioner yang disebar, hanya 175
kuesioner yang kembali. Dari kuesioner
yang kembali tidak semuanya dapat
diolah. Sehingga kuesioner yang dapat
diolah sebanyak 150 kuesioner.

Tabel 4.1

Offline Online
Kuesioner Yang Disebar 150 50




Kuesioner Kembali 148 39

Kuesioner Yang Dapat 120 30

Diolah

Tabel 4.2 Frekuensi Data Demografi
Berdasarkan jenis kelamin ( N=150)

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Frequency  Percent

Valid Laki-laki 81 54%
Perempuan 69 46%
Total 150 100.0

Berdasarkan tabel 2 mayoritas responden
berjenis kelamin laki-laki ( 54 %)

Tabel 4.3 Frekuensi Data Demografi
Berdasarkan usia ( N=150)
Tabel 4.3

Responden Berdasarkan Usia

No. Usia Jumlah | Persentase (%0)
1. 20-30 tahun 59 39%
2. 31-40 tahun 55 37%
3. 41-50 tahun 22 15%
4, >50 tahun 14 9%

Tabel 4.4 Frekuensi Data Demografi
Berdasarkan jenjang pendidikan ( N=150)

Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan
Persentase
No. Pendidikan Jumlah
(%)
1. SD 0 0%
2. SMP 0 0%
3. SMA 53 35%
4. Diplomat 10 7%

5. Sarjana 81 54%

6. Pasca 6 4%

Tabel 4.5 Frekuensi Data Demografi
Berdasarkan pekerjaan ( N=150)

Tabel 4.5

Responden berdasarkan pekerjaan

No. Pendapatan Jumlah | Persentase

(%)
1] Wiraswasta 38 25%
2. BUMN 25 17%
3.|  Pekerja Bebas 12 8%
4. Pedagang 17 11%
5. Petani 6 4%
6. PNS 36 24%
7. DIl 16 11%

Tabel 4.6

Statistik Deskriptif

Std.

Keterangan| N | Min| Max| Mean| oo

Modernisasi | 150 | 14 25 20,37 | 2.209
sistem

administrasi
perpajakan
Niat 150 | 12 20 17,70 | 1.427
membayar
pajak

Pengetahuan | 150 | 16 25 21.14 | 2.010
peraturan
perpajakan
Kepatuhan 150 | 30 45 38.00 | 3.295
wajib pajak

Hasil statistik pada tabel 4.6 menunjukkan
bahwa N = 150. Untuk variabel
modernisasi (M) memiliki nilai minimum
14, nilai maksimum 25, nilai mean 20,37 ,
dan standar deviasi 2,209. Variabel niat
membayar (N) memiliki nilai minimum
12, nilai maksimum 20, nilai mean 17,70,
dan standar deviasi 1,427. Variabel
pengetahuan pertauran perpajakan (P)
memiliki nilai  minimum 16, nilai
maksimum 25, nilai mean 21,14, dan



standar deviasi 2,010. Variabel Kepatuhan
Wajib Pajak (K) memiliki nilai minimum
30, nilai maksimum 45, nilai mean 38,00
dan standar deviasi 3,295.

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary®

Std. Error
R Durbin-
Model R Adjusted of the
Square | R Square Watson
Estimate
a
1 ,374 ,140 122 3,088 1,975

Nilai koefisien determinasi pada tabel
4.12 adalah 0,122 atau 12,2%. Hal ini
menunjukkan bahwa kepatuhan wajib
pajak  diengaruhi oleh  variabel
modernisasi sistem administrasi
perpajakan, niat membayar pajak dan
pengetahuan peraturan perpajakan 12,2 %
sedangkan sisanya sebesar 87,8%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dilakukan pada penelitian ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji F

ANOVA?

Sum of Mean
Model Squares | df | Square F Sig.

1 Regression 226,186 | 3| 75395| 7.900 | 000

Residual 1391814 1;1

Total 1618,000 13

9,533

a. Dependent Variable: TOTAL_K
b. Predictors: (Constant), TOTAL_P, TOTAL_N, TOTAL M

Berdasarkan pada tabel 4.13 maka
diketahui bahwa nilai signifikansinya
0,000 < 0,056 sehingga hal ini
menunjukkan bahwa Ho ditolak dan H:

diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa
variabel modernisasi sistem administrasi
perpajkaan (M), niat membayar pajak (N)
dan pengetahuan peraturan perpajakan (P)
berpengaruh secara simultan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak (K).

Tabel 4.9
Hasil uji t
Unstandardized
Model Coefficients Sig.
B Std. Error
1  (Constant) 18,275 4,116 ,000
TOTAL_M ,181 ,122 ,014
TOTAL_N 475 ,179 ,009
TOTAL P ,361 ,134 ,008

Tujuan uji ini untuk mencari tahu
pengaruh variabel independen secara
parsial menjelaskan variasi variabel
dependen. Pengujian ini dapat dilihat
dengan menggunakan tingkat signifikansi
(0=5%). Kriteria hipotesis diterima bila
nilai signifikansi < a dan koefisien regresi
searah dengan arah hipotesis

Pembahasan

1. Karakteristik Responden
a. Jenis Kelamin

Menurut tabel 4.1 menunjukan bahwa
karakteristik responden berdasarkan jenis
kelamin sebagian besar responden adalah
laki-laki. Hal ini dikarenakan wajib pajak
di kantor pelayanan pajak pratama bantul
mayoritas laki-laki.

b. Berdasarkan usia

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat
diketahui bahwa untuk responden dengan
usia 20 — 30 tahun berjumlah 59 orang
atau 39% dari total jumlah responden.
Sedangkan untuk responden dengan
rentang usia antara 31 — 40 tahun



berjumlah 55 orang atau 37%. Untuk
responden dengan usia antara 41 — 50
tahun terdapat 22 orang atau 15%. Dan
untuk responden dengan usia 50 tahun ke
atas berjumlah 14 orang atau 9%.

C. Berdasarkan pendidikan

Karakteristik  responden  berdasarkan
pendidikannya terdiri dari 6 kelompok yaitu,
SD, SMP, SMA, Diplomat, Sarjana dan Pasca.
Berdasarkan pendidikannya responden dalam
penelitian  paling banyak adalah sarjana.
Responden dengan pendidikan sarjana
sebanyak 81 Orang atau 54 % dari total
responden. Sedangkan untuk SD dan SMP
adalah sebanyak 0. Kemudian untuk tingkat
diplomat sebanyak 10 orang atau 7% dan
untuk tingkat pascasarjana sebanyak 6 orang
atau 4% dari jumlah total responden yang
dilakukan dalam penelitian ini.

d. Berdasarkan pekerjaan

Responden berdasarkan pekerjaan
mayoritas responden adalah wirausaha
sebanyak 38 dengan persentase 25%.
Responden yang PNS sebesar 36 orang
dengan persentase 24% dari total jumlah
responden. Sedangkan untuk yang bekerja
sebagai BUMN sebanyak 25 orang atau
17%. Kemudian untuk responden yang
Pekerja Bebas adalah 12 orang atau 8%
dari total responden yang dilakukan dalam
penelitian. Kemudian untuk responden
yang Berdagang adalah 17 orang atau 11%
dari total responden yang dilakukan dalam
penelitian. Kemudian untuk responden
yang Bertani adalah 6 orang atau 4 % dari
total responden yang di lakukan dalam
penelitian, Dan untuk responden yang
memiliki pekerjaan lainnya adalah 16
orang atau 11% dari total responden yang
dilakukan dalam penelitian.

2. Gambaran hasil penelitian

a. Pengaruh modernisasi  sistem
administrasi perpajakan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai signifikan variabel modernisasi
sistem administrasi perpajakan (M)
terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K)
adalah 0,014 lebih kecil dari 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa modernisasi sistem
administrasi perpajakan (M) berpengaruh
secara signifikan terhadap kepatuhan
Wajib Pajak (K). Nilai koefisien beta dari
modernisasi sistem administrasi
perpajakan (M) adalah 0,181 (positif)
yang berarti variabel tersebut memberikan
pengaruh positif terhadap kepatuhan
Wajib Pajak (P). Melalui hasil tersebut
diketahui modernisasi sistem administrasi
perpajakan (M) berpengaruh positif
signifikan terhadap kepatuhan Wajib
Pajak (K). Sehingga dapat disimpulkan
bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

b. Pengaruh Niat membayar pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai  signifikan  variabel niat
membayar pajak (N) terhadap kepatuha
Wajib Pajak (K) adalah 0,009 lebih kecil
dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa niat
mmebayar pajak berpengaruh secara
signifikan terhadap kepatuhan Wajib
Pajak (K). Nilai koefisien beta dari niat
membayar pajak (N) adalah 0,475
(positif) yang berarti variabel tersebut
memberikan pengaruh positif terhadap
kepatuhan Wajib Pajak (K). Melalui hasil
tersebut diketahui niat membayar pajak
(N) berpengaruh  positif  signifikan
terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa
hipotesis kedua (Hz) diterima.



c. Pengaruh Pengetahuan peraturan
perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Nilai signifikan variabel pengetahuan
peraturan  perpajakan (P) terhadap
kepatuha Wajib Pajak (K) adalah 0,008
lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa pengetahuan peraturan perpajakan
berpengaruh secara signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak (K). Nilai
koefisien beta dari pengetahuan peraturan
perpajakan (P) adalah 0,361 (positif) yang
berarti variabel tersebut memberikan
pengaruh positif terhadap kepatuhan
Wajib Pajak (K). Melalui hasil tersebut
diketahui pengetahuan peraturan
perpajakan (P) berpengaruh positif
signifikan terhadap kepatuhan Wajib
Pajak (K). Sehingga dapat disimpulkan
bahwa hipotesis kedua (Hs) diterima.

Kesimpulan

1.  Hasil penelitan pada hipotsesis
pertama Yyakni, modernisasi sistem
administrasi perpajakan berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak
diterima.

2. Hasil penelitian pada hipotesis
kedua yakni, niat membayar pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak diterima.

3. Hasil penelitan pada hipotsesis
ketiga yakni, pengetahuan peraturan
perpajakan berpengaruh positif

Saran

1. Memperluas daerah pengamatan,
yaitu tidak hanya berfokus pada
kabupaten bantul, agar penelitian
lebih luas dan dapat melengkapi hasil
penelitian di daerah lain.

2. Menambah variabel yang terindikasi

mempengaruhi  kepatuhan
pajak, seperti pelayanan fiskus.

wajib
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